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KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN 
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 
(BANI) DAN SISTEM ARBITRASE DI 
MASA DEPAN 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengikat bagi Pemohon dan 
Termohon serta mengetahui Bagaimana seharusnya sistem Arbitrase di 
Indonesia untuk kedepannya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mentode penelitian yuridis normatif yang bersifat 
kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 
pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat yang berkaitan dengan kekuatan hukum putusan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa 
yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: pertama bahwa putusan arbitrase dari 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah bersifat “final” 
yakni sebagai putusan pertama dan terakhir, dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap secara mengikat (binding) bagi para pihak dalam hal ini 
pemohon dan termohon. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 
60 UU Arbitrase dan APS. Kedua, bahwa lahirnya PERMA No. 3/2023 
merupakan jawaban dari gambaran bagaimana putusan lembaga 
arbitrase kedepan. Banyak hal yang sebelumnya tidak jelas diatur 
dalam UU 30/1999 diberikan penjelasan oleh Perma 3/2023. Hal ini 
membuktikan arbitrase benar-benar memiliki keunggulan sesuai janji 
UU No. 30/1999. Berkaitan dengan Arbitrase online pada dasarnya 
tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa 
antara para pihak namun masih perlu dikembangkan kembali 
pengaturan serta sarana dan prasarananya. Peluang untuk 
diterapkannya arbitrase online di Indonesia dinilai cukup menjanjikan. 
Kata Kunci: BANI, kekuatan hukum, putusan arbitrase 

 
Abstract 
This study aims to determine whether the decision of the Indonesian National 
Arbitration Board (BANI) is binding for the Petitioner and Respondent and to 
find out how the system of the Indonesian2 Arbitration 112 should be in the 
future. The method used in this research is a normative juridical research method 
which is qualitative in nature, namely research that refers to legal norms 
contained in laws and court decisions as well as norms that live and develop in 
society relating to the legal force of the Indonesian National Arbitration Board 
(BANI) decision in resolving disputes carried out based on agreements. From 
this research it can be concluded as follows: First, that the arbitration decision of 
the Indonesian National Arbitration Board (BANI) is "final", namely as the first 
and last decision, and has permanent legal binding force for the parties in this 
case the applicant and the respondent. This is as stated in Article 60 of the 
Arbitration and APS Law. Second, that the birth of PERMA No. 3/2023 is the 
answer to the picture of how the arbitration institution's decision will be in the 
future. Many things that were previously not clearly regulated in Law 30/1999 
are given an explanation by Perma 3/2023. This proves that arbitration really 
has the advantages promised by Law No. 30/1999. Regarding online arbitration, 
basically it is not prohibited to be carried out in terms of resolving disputes 
between the parties, but it still needs to be developed again in terms of 
arrangements and facilities and infrastructure. The opportunity for the 
implementation of online arbitration in Indonesia is considered quite promising. 
Keywords: arbitration award, BANI, legal force 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam hal perjanjian jual beli ataupun pejanjian bisnis, sering kali terjadi adanya 
kemungkinan perselisihan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. 
Perselisihan ini biasaya disebabkan oleh suatu keadaan, dimana dalam hubungan perjanjian 
tersebut salah satu pihak memiliki konflik dengan pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Komar Kanta Atmadja yang menyatakan bahwa “perselisihan dapat terjadi apabila 
salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai 
kehendaknya namun pihak lainnya menolak untuk berbuat atau tidak melakukannya. (Otje 
Salman, 2001) 

Terjadinya sengketa perjanjian bisnis pada dasarnya bermula dari adanya salah satu 
pihak atau antara para pihak memiliki itikad tidak baik. Sehingga berakibat lahirnya rasa 
ketidakpuasan dari salah satu pihak karena ada salah satu pihak yang tidak memenuhi 
prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan atau dengan kata lain bisa disebut telah 
melakukan wanprestasi. Sebagaimana kita ketahui terdapat beberapa bentuk wanprestasi, 
yaitu sebagai berikut: 

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat 
c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau keliru 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang mana merupakan sengketa keperdataan, 
penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang sudah diatur 
dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini maka berlaku asas kebebasan berkontrak (freedom of 
contract) yang mana para pihak bebas membuat perjanjian atau kesepakatan dalam segi 
substansi, bentuk dan penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak/perjanjian yang 
bersangkutan. Akan tetapi, kebebasan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut 
sudah barang tentu memiliki batasan-batasan, yakni kesepakatan yang dibuat dan disepakati 
harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, serta 
ketertiban umum. (Otje Salman, 2001) Sehingga apabila terjadi sengketa, para pihak sudah 
dapat menentukan atau memilih proses penyelesaiannya karena sudah dituangkan dalam 
salah satu klausul pada perjanjian bisnis yang akan dilakukan. 

Apabila kita amati perkembangannya, tren saat ini dalam hal penyelesaian sengketa 
bisnis adalah mulai dibentuknya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang 
mana masing-masing lembaga tersebut memiliki peraturan dan prosedur (rule and procedure) 
yang berkiblat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Beberapa lembaga yang dimaksud anatara 
lain Media Perbankan, Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan Badan Arbitrase Syariah 
Nasional. Selain itu guna melindungi kepentingan konsumen, maka berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk pula lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK). Dalam penulisan ini, penulis akan berfokus pada lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa Badan Arbitrase Nasuional Indonesia (BANI). 

Di Indonesia dalam hal kelembagaan pelaksanaan arbtrase sering dikenal sebagai BANI 
(Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai sebuah lembaga yang manangani penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian lainnya. BANI atau Badan 
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Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk dalam rangka penegakan 
hukum khususnya menangani penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang 
perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif 
penyelesaian lainnya antara lain di bidang korporasi, assuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, 
hak kekayaan intelektual, lisensi, warabalaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan 
hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan 
dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam hal 
penegakkan hukum dan keadilan (Sugiarto, 2022). 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa 
dari Kamar Dagang Indonesia. Pembentukan BANI ini dimotori oleh tiga pakar hukum 
terkemukan di Indonesia, yakni Prof. Soebekti, SH., Haryono Tjitrosoebono, SH., dan Prof. 
Dr. Proyatna Abdurrasyid. Badan arbitrase ini dikelola dan diawasi oleh dewan pengurus 
dan dewan penasehat yang terdiri dari tokoh masyarakat dan dari sektor bisnis. Saat ini BANI 
berkedudukan di Jakarta yang memiliki perwakilan dibeberapa kota besar di Indonesia. 
Peran BANI merupakan sebagai lembaga yang bersifat independent yang mana menyediakan 
fasilitas untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. 
(Fitryalita-FSH, 2019) 

Sebagai salah satu lembaga non litigasi yang digunakan untuk penyelesaian alternatif, 
apabila dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, BANI maupun lembaga arbirase 
lainnya menjanjikan beberapa keunggulan. Salah satu dari keunggulannya adalah adanya 
jaminan kerahasiaan para pihak ataupun objek yang disengketakan, hal ini dikarenakan 
penyelesaian diselesaikan secara tertutup. Selain itu penyelesaian sengketa ditangani oleh 
arbiter yang ahli dalam perkara yang dipersengketakan serta penyelesaian sengketa 
dilakukan dalam jangka waktu yang relatif cepat. Kiranya beberapa hal diataslah yang 
membuat sebagian besar para pelaku bisnis yang memilih penyelesaian sengketa melalui 
lembaga arbitrase dibanding melalui pengadilan. Namun demikian, perlu diperhatikan 
bahwa suatu sengketa dapat diajukan ke lembaga arbitrase apabila telah mendapat 
kesepakatan dari masing-masing pihak terlebih dahulu. Hal ini sebagaiamana diatur dalam 
UU Arbitrase dan APS:  
Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum 
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 
yang bersengketa.” Indonesia (1999) 

Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa: 
“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 
memberikan putusan mengenai suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat 
memberikan pendapat yang mengikat suatu hubungan hukum tertentu dalam hal 
timbul sengketa.” (Indonesia, 1999) 

Dan juga diatur dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa: 
“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara 
mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.” (Indonesia, 1999) 
Berdasarkan pasal ditas, maka dapat penulis simpulkan bahwa apabila pengajuan 

sengketa arbitrase dilakukan oleh salah satu pihak dan tidak ada kesepakatan antara dua 
pihak yang bersengketa, maka lembaga arbitrase berhak untuk menolak karena tidak sesuai 
dengan UU Arbitrase dan APS. Oleh karena itu bagi para pihak yang akan melakukan 
kontrak/perjanjian bisnis, alangkah baiknya mencantumkan dalam kontrak proses 
penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa. 
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Sejatinya, sejak zaman Belanda sudah ada penyelesaian arbitrase yang 
diimplementasikan pada ketentuan Pasal 177 HIR/Pasal 705 RBg dan Juga Pasal 615-651 
Reglement de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Dalam regulasi tersebut telah mengatur 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum 
tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang mana secara tegas peraturan 
tersebut menyatakan bahwa “Semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang 
mungkin akan timbul dari hubungan tersebut, akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau 
melalui alternatif penyelesaian sengketa”. 

Selain itu sejak tahun 1849 berlakunya KUHAP yang pada pasal 615 dan 651 Rvr yang 
isinya tentang pengertian ruang lingkup kewenangan dan fungsi arbitrase dari ketentuan 
tersebut setiap orang yang bersengketa pada waktu itu memiliki hak untuk menyerahkan 
penyelesaian sengketanya kepada seseorang Kajian Yuridis Arbitrase sebagai Suatu 
Alternatif Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Syntax 
Literate, Vol. 7, No. 4, April 2022 4905 atau beberapa orang wasit atau arbiter, selanjutnya 
arbiter yang dipercaya memeriksa dan memutus perkara atau sengketa yang diserahkan 
kepadanya menurut asas asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat 
dalam sengketa tersebu. dan ada 3 (tiga) arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah hindia-
belanda saat itu yaitu diantaranya adalah (Sugiarto, 2022): 

1) Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia.  
2) Badan arbitrase tentang kebakaran.  
3) Badan arbitrase asuransi kecelakaan 
Perjanjian arbitrase tidak termasuk dalam ketentuan pasal 253-1267 KUH Perdata, hal 

ini dikarenakan perjanjian  arbitrase bukanlah perjanjian “bersyarat” atau voorwaar dellijke 
verbintenis. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak tergantung pada suatu 
peristiwa di masa mendatang. Dalam perjanjian arbitrase tidak mempermasalahkan 
pelaksanaan perjanjian, namun hanya mempersoalkan cara penyelesaian sengketa dan 
lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan (disputes settlement) atau 
defference  yang terjadi antara para pihak sesuai perjanjian. (M. Yahya Harahap, 2001) 
Sehingga perjanjian arbitrase semata-mata memfokuskan terhadap cara penyelesaian 
sengketa yang timbul dari perjanjian. Dimana dalam hal ini para pihak dapat menentukan 
kesepakatan agar penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut tidak diajukan 
dan diperiksa oleh badan perselisihan resmi, namun akan diselesaikan oleh sebuah badan 
kuasa swasta yang bersifat netral yang umumnya disebut “wasit” atau “arbitrase”. (Khotibul 
Umam, 2010)  

Yang menjadi dasar hukum bahwa arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif antara lain terdapat dalam: 
1. Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan bahwa: 
“Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar 
peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.(Indonesia, 2004) 

2. Pasal 5 UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa: 
“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang 
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.(Indonesia, 1999) 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, minat penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia 
semakin meningkat. Perkembangan ini sejalan dengan era globalisasi, dimana penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan sudah menjadi pilihan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan 
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perselisihan bisnisnya. Selain mempunyai sifat yang cepat, efisien dan tuntas, arbitrase 
menganut prinsip win-win solution, serta tidak bertele-tele karena tidak adanya lembaga 
banding dan kasasi. Kelebihan lain arbitrase adalah sifatnya yang rahasisa (confidential) 
karena proses persidangan dan tidak dipublikasikannya putusan arbitrase. (Khotibul Umam, 
2020) 

Akan tetapi yang menjadi kendala dan menarik untuk dibahas dalam hal penyelesaian 
sengketa melalui lembaga arbitrase adalah mengenai kekuatan hukum dari putusan lembaga 
arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kewenangan lembaga 
arbitrase dan kedudukan hukum. Putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 60 UU 
Arbitrase dan APS yang secara tegas menyatakan bahwa:  

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat 
para pihak.” (Indonesia, 1999) 
Berkaitan dengan pasal 60 diatas maka seharusnya setelah adanya Putusan Arbitrase 

tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah. Ketentuan tersebut 
diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (2) yang menegaskan bahwa: 

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu 
penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal 
tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” (Indonesia, 1999) 
Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah bahwa keputusan arbitrase belum dapat 

dijadikan sebagai putusan final kerena menurut pasal 70 UU Arbitrase dan APS menyatakan 
bahwa “Terhadap Putusan Arbitrase para pihak masih diberikan peluang untuk melakukan 
upaya hukum/perlawanan yaitu permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase melalui 
Pengadilan Umum”. Pernyataan tersebut tentunya sangat bertentangan dengan esensi dari 
penyelesaian melalui arbitrase itu sendiri, dimana dalam pasal 3 UU Arbitrase dan APS secara 
tegas menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa 
para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Dimana para pihak telah sepakat 
untuk menyelsaikan perselisihannya di luar pengadilan yakni melalui penyelesaian arbitrase 
sebagaimana perjanjian yang sudah disepakati. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam mengenai permasalahan kekuatan hukum Putusan Arbitrase dari Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis 
normatif yang bersifat kualitatif, yang mana dapat diartikan merupakan penelitian yang 
mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 
(Zainuddin ALI, 2016) yang berkaitan dengan kekuatan hukum putusan Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan 
perjanjian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)  Mengikat Bagi Pemohon dan Termohon 

Merujuk pada pasal 60 UU Arbitrase dan APS yang secara tegas menyebutkan bahwa: 

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat 
para pihak.” (Indonesia, 1999). 
Maka dapat penulis simpulkan bahwa putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) adalah bersifat “final”, yaitu sebagai putusan pertama dan terakhir, serta 
memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak dalam hal ini pemohon dan 
tergugat. Oleh karena itu putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum seperti 
perlawanan, banding,  kasasi maupun  penunjauan kembali karena putusan arbitrase bersifat 
final (Heri Susanto, 2007). 

Pernyataan di atas  dimaksudkan guna  menjaga agar supaya penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase tidak berlarut-larut. Ini sangat berbeda dengan proses pengadilan negeri, 
dimana para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi terhadap putusannya, pada 
proses penyelesaian sengketa tidak terbuka bagi upaya hukum banding, kasasi maupun 
peninjauan  kembali  (Indonesia, 1999). 

BANI sebagai lembaga arbitrase nasional juga telah memberi klausul baku atau standar 
klausul arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan 
diselesaikan dan diputus oleh BANI  menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, 
yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai Keputusan dalam 
Tingkat pertama dan terakhir”. Namun demikian, masih adapt dimungkinkan terjadi 
pembatalan putusan arbitrase dikarenakan adanya beberapa hal (Ni Nyoman Adi Astiti & 
Jefry Tarantang, 2018). 

Berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase, hal ini dapat dilakukan apabila 
terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 Undang-
Undang Arbitrase yang menegaskan bahwa “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat 
mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut (Heri Susanto, 2007). 

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, 
diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang 
disembunyikan oleh pihak lawan; atau 

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak 
dalam pemeriksaan sengketa.” 

Bila dilihat dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa upaya pembatalan tersebut sebenarnya bukanlah upaya hukum 
biasa, melainkan upaya hukum luar biasa. Hal ini tidak sama dengan banding dalam sistem 
peradilan biasa. Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-
Undang, namun jika melihat alasan pembatalan suatu putusan arbitrase, maka upaya 
pembatalan merupakan upaya hukum yang bersifat memaksa dan tidak dapat 
dikesampingkan oleh kedua belah pihak (Heri Susanto, 2007) 

Apabila dilihat secara seksama dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase 
tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa upaya pembatalan tersebut 
sebenarnya bukanlah upaya hukum biasa, melainkan merupakan upaya hukum luar biasa. 
Oleh karenanya, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang, namun jika 
melihat alasan pembatalan suatu putusan arbitrase, maka upaya pembatalan merupakan 
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upaya hukum yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah 
pihak. (Heri Susanto, 2007). 
Sistem Arbitrase Nasional Indonesia Di Masa Depan 

Penggunaan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan bisnis semakin meluas dan 
menjadi suatu kebutuhan bagi para pelaku bisnis. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator 
mengenai pendaftaran perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sejak berdiri 
hingga saat ini, setidaknya  BANI telah menangani lebih dari 1.000 perkara. Berdasarkan 
catatan dari data BANI, perkara yang mereka terima terutama berkaitan dengan konstruksi, 
pembiayaan dan perdagangan. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat fantastis (Togi 
Pangaribuan, 2024). 

Arbitrase telah menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa di Indonesia sebagai 
alat alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akan tetapi terdapat sejumlah 
tantangan yang perlu diatasi adar arbitrase tetap efektif dan sejalan dengan dinamika 
perekonomian Indonesia (SIP Law Firm, 2023). 

Gugatan permohonan keberatan terhadap putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak 
yang kalah ke pengadilan menjadi salah satu tantangan yang kerap dijumpai. Selain masalah 
kepatuhan akan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, tingkat kesadaran serta 
pemahaman masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya sosialisasi terkait 
manfaat, proses, dan dampak positif dari proses arbitrase agar masyarakat mendukung 
penggunaannya dalam menyelesaikan sengketa (SIP Law Firm, 2023). 

Adanya titik lemah dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di atas diakui oleh 
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Prof. Takdir Rahmadi. Sebagaimana yang 
dikutip dari laman website hukumonline.com, beliau menjelaskan bahwa pemerintah 
Indonesia sudah mengadopsi konvensi internasional sejak awal terkait penyelesaian 
sengketa, salah satunya yakni dengan lahirnya Udang-Undang Nomor 52 Tahun 1968 tentang 
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman 
Modal yang mana ketentuan ini mengadopsi dari konvensi PBB tahun 1965 (Ady Thea DA, 
2023). 

Selanjutnya terbit pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1981 tentang 
Pengesahan “Convention On The Recognition And Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang 
telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai diberlakukan pada 
tanggal 7 juni 1959. Regulasi internasional penting lainnya yang patut diperhatikan 
diantaranya The UNCITRAL Arbitration Rules tahun 1976, yang kemudian direvisi pada tahun 
2013 dan terakhir pada tahun 2021 (Ady Thea AD, 2023). 

Regulasi ini mengatur tentang prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di suatu negara 
pihak konvensi melalui pengadilan di negara pihak lain. Selain itu, Mahkamah Agung juga 
menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara 
Pemberlakuan Putusan Arbitrase Asing yang mana sebagian besar telah tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 

Selanjutnya terbit pula Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Aturan tersebut menjelaskan 
mengenai pelaksanaan putusan arbitrase syariah, dimana yang berwenang dalam melakukan 
eksekusi adalah Pengadilan Agama. 

Tantangan lainnya yang akan dijumpai pada masa depan adalah adanya keterlibatan 
pihak ketiga terhadap penyelesaian perselisihan. Pihak ketiga yang dimaksud seperti 
mediator atau ahli teknis, sering kali diperlukan dalam proses arbitrase. Tantangan di masa 
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depan adalah memastikan ketersediaan dan kualitas pihak ketiga tersebut agar dapat 
memberikan kontribusi maksimal dalam penyelesaian sengketa (SIP Law Firm, 2023) 

Selanjutnya adalah harmonisasi regulasi. Meskipun Indonesia telah mengadopsi 
hukum arbitrase yang global, namun pada prakteknya masih dijumpai ketidak harmonisan 
antara regulasi nasional dan kebijakan arbitrase internasional. Perlu langkah-langkah konkret 
untuk menyelaraskan regulasi dan memastikan bahwa peraturan arbitrase dapat 
diimplementasikan dengan konsisten. 

Terakhir tantangan terkait infrastruktur arbitrase di Indonesia, termasuk fasilitas 
pendukung dan tenaga ahli yang berkualitas. Perlu adanya investasi dalam penyelenggaraan 
acara arbitrase, pelatihan para arbitrator, dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan 
daya saing Indonesia sebagai pusat arbitrase global (SIP Law Firm, 2023). 

Melihat fenomena yang ada, maka baru-baru ini Mahkamah Agung mencoba 
menyikapinya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Penarikan, Pemeriksaan 
Permohonan Penindakan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma 3/2023). Kemungkinan 
besar lahirnya Perma 3/2023 merupakan kelanjutan dari Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Nomor 190/KMA/SK/VI/2022 tentang Kelomok Kerja Arbitrase yang menunjukkan 
adanya perhatian khusus terhadap proses arbitrase di Indonesia 

Banyak hal yang belum diatur secara jelas dalam UU Arbitrase dan APS diperjelas 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ini. misalnya adalah pihak 
pengadilan yang ditugaskan menunjuk arbiter. Contoh lainnya yang dijelaskan adalah 
penegasan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan-putusan yang menegakkan putusan 
arbitrase internasional. Dijelaskan pula jangka waktu dikeluarkannya keputusan untuk 
menjalankan putusan arbitrase internasional (Togi Pangaribuan, 2024). 

Hal yang yang perlu diperhatikan tentang putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
dan putusan Arbitrase Internasional adalah mengenai eksekusi terhadap putusan yang sudah 
final. Jika di Indonesia sendiri banyak yang kemudian banding sebelum eksekusi maka 
putusan Arbitrase Internasional justru kadang sulit untuk dilaksanakan sebab di beberapa 
kasus dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum di dalam negeri (public policy). Hal 
ini memicu kedidak percayaan terhadap hukum di Indonesia. 

Namun dari beberapa hal di atas, ada tiga hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. 
Tulisan ini akan membahasnya satu per satu. Diantaranya ketentuan mengenai kekebalan 
arbiter dan lembaga arbitrase, syarat-syarat pendaftaran putusan arbitrase internasional, dan 
pengenaan sita jaminan (Togi Pangaribuan, 2024). 

Akan tetapi,dari beberapa hal di atas terdapat tiga hal yang sangat menarik untuk 
dibahas secara berkelanjutan. Dalam penulisan ini penulis akan mencoba menguraikan satu 
persatu yakni ketentuan mengenai imunitas arbiter dan lembaga arbitrase, syarat-syarat 
pendaftaran putusan arbitase internasional, dan penetapan sita jaminan. (Togi Pangaribuan, 
2024) Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 
a. Imunitas Arbiter 

Dalam Pasal 24 ayat (6) Perma 3/2023 menyatakan “apabila ada permohonan 
pembatalan putusan arbitrase maka arbiter dan/atau lembaga arbitrase bukan 
merupakan pihak”. Hal ini merupakan penegasan dan kelanjutan Pasal 21 UU Arbirase 
dan APS mengenai imunitas arbiter yang diberikan dengan pengecualian adanya itikad 
tidak baik yang dapat dibuktikan. Perlu diketahui bahwa mengenai hak imunitas suatu 
lembaga arbitrase ini tidak diatur di dalam ketentuan UU Arbitrase dan APS, akan 
tetapi diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI tahun 2018 pasal 40 (Dimas 
Noor Ibrahim, 2022). 
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Pasal 24 ayat (6) dalam Perma 3/2023 perlu ditegaskan serta harus dilanjutkan. 
Hal ini disebabkan karena hampir semua tuntutan pembatalan putusan arbitrase yang 
seharusnya tidak diperlukan justru menarik perhatian lembaga arbitrase. Sebagaimana 
yang kita lihat dalam kasus putusan arbitrase nasional PT Pertamina EP v Konsorsium 
PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero), BANI dan PT Bank Mandiri 
Tbk. (2016). Contoh dalam putusan arbitrase internasional dapat kita lihat antara lain 
PT Media Nusantara Citra, Tbk. v. Ang Choon Beng, Linktone International Limited, 
Linktone Ltd., Gordon Smith dan SIAC (2018) (Dimas Noor Ibrahim, 2022). 

Dari beberapa kasus di atas menunjukan ketidakpatuhan para pelaku bisnis 
terhadap putusan arbitrase yang sejatinya sudah bersifat final dan mengikat bagi kedua 
belah pihak. Oleh karena itu penegasan terhadap pasal 24 ayat (6) dalam Perma 3/2023 
sangatlah penting untuk menjaga imunitas arbiter dan lembaga arbitrase. 

Pasal 24 ayat (6) Perma 3/2023 sudah sesuai dengan konsep imunitas arbiter dan 
lembaga arbitrase yang berlaku secara internasional. Misalnya pada Pasal 25A Undang-
Undang Arbitrase Internasional Singapura dan Pasal 29 Undang-Undang Arbitrase 
Inggris. Namun tentunya masih ada pengecualian. Kita dapat mengambil pelajaran dari 
kasus PT Timas Suplindo v. BANI dan Leighton Offshore Pte. Ltd.(2016). Dimana salah 
satu pihak menggugat lembaga arbitrase BANI terkait hak ingkar dan izin kerja arbiter 
asing yang telah ditunjuk. Dengan demikian, maka lembaga arbitrase dan bisa jadi 
arbiter juga bisa tetap dijadikan sebagai salah satu pihak dalam suatu gugatan terkait 
dengan hak ingkar. Imunitas ataupun pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 
ayat (6) Perma 3/2023 tidak ada dan tidak diatur secara khusus terhadap permohonan 
hak ingkar ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma 3/2023.  

b. Pendaftaran pada Putusan Arbitrase Internasional 
Kasus yang terjadi antara PT Garuda Indonesia v. Birgen Air (2002) mempertegas 

bahwa bisa saja terdapat perbedaan antara domisili hukum (seat) dan tempat 
berlangsungnya persidangan (venue) suatu perkara arbitrase. Kasus ini juga 
menunjukkan bahwa negara yang terlibat dalam proses arbitrase internasional bisa 
berjumlah lebih banyak. Bisa ada negara penggugat, negara termohon, negara seat, dan 
negara venue (Togi Pangaribuan, 2024). 

Sayangnya, dalam hal ini Pasal 7 ayat (3) Perma 3/2023 patut disesalkan. Isinya 
memang tentang pengaturan pendaftaran putusan arbitrase internasional, namun 
hanya sekedar mengulang Pasal 67 ayat (2) huruf c UU 30/1999. Perlu diketahui, 
terdapat perbedaan apakah ini disengaja atau tidak antara Pasal 66 huruf a UU 30/1999 
dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c UU 30/1999. Yang menjadi masalah adanya perbedaan 
tersebut menimbulkan ambiguitas yang harusnya bisa diluruskan melalui Perma 
3/2023. 

Pasal 66 huruf a UU 30/1999 menyatakan bahwa negara yang wajib terikat dalam 
perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah negara 
tempat putusan arbitrase internasional dijatuhkan, sederhananya adalah negara tempat 
seat. Namun sebaliknya, dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c UU 30/1999 menyatakan bahwa 
negara yang harus terikat pada perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan 
arbitrase internasional adalah negara pemohon. 

Dalam praktiknya jelas akan ada kemungkinan terdapat perbedaan antara negara 
tempat putusan arbitrase dijatuhkan dengan negara pemohon. Hal ini dimanfaatkan 
dalam kasus PT Indiratex Spindo v. Kepala Perwakilan Indonesia di London (2014) di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. PT Indiratex Spindo menggugat surat dari KBRI 
London. Dalam surat tersebut disebutkan Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 ayat (2) huruf c 
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UU 30/1999 dipenuhi karena Inggris sebagai tempat dikeluarkannya putusan arbitrase 
oleh International Cotton Association yang merupakan salah satu pihak yang 
menandatangani Konvensi New York 1958. 

Persoalannya adalah pemohon dalam perkara Everseason Enterprises Ltd berasal 
dari British Virgin Islands yang mana bukan merupakan negara penandatangan 
Konvensi New York 1958. Artinya  terdapat perbedaan dalam Pasal 66 huruf a dan Pasal 
67 ayat (2). huruf c UU 30/1999 harusnya diperbaiki dengan Perma 3/2023. Karena 
dikhawatirkan ketidakjelasan yang ada dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak-pihak 
yang tidak bersedia mematuhi putusan arbitrase (Togi Pangaribuan, 2024). 

c. Penetapan Sita Jaminan 
Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan provisionil atau 

putusan sela yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase dapat berbentuk apapun, tidak 
terbatas pada penyitaan jaminan. Namun Pasal 29 Perma 3/2023 hanya mengatur 
penyitaan jaminan. UNCITRAL Model Law 2006 sebenarnya telah menyebutkan jenis-
jenis putusan sela (interim measure) yang dapat diterapkan. Misalnya, putusan sela yang 
menjamin jalannnya proses arbitrase (anti-suit injunction) dan putusan sela yang 
berkaitan dengan barang bukti. Seharusnya kedua hal di atas sangatlah penting untuk 
proses arbitrase yang dijalankan dengan berbasis dokumen (Togi Pangaribuan, 2024). 

Selanjutnya,  dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3/ Tahun 2023 
tidak menjelaskan apakah penetapan penyitaan yang dapat didaftarkan tersebut 
termasuk yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase internasional? Jika jawabannya 'ya' 
maka sesuai dengan rekomendasi Pasal 17 H UNCITRAL Model Law 2006. (Moses, 
2012) Selain itu, untuk lebih jelasnya bisa juga kita lihat isu terkait pelaksanaan putusan 
sela dan ketertiban umum antara Astro All Asia Networks Plc v. PT Ayunda Prima 
Mitra (2009). Dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan 
penetapan Non Exequator Putusan SIAC, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa 
Putusan SIAC Arbitration No. 062/08 tidak dapat dilaksanakan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan melanggar asas ketertiban umum (public 
policy). 

Terakhir, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tidak 
menghapus kesempatan adanya upaya hukum lebih lanjut atau mengajukan banding 
terhadap penentuan sita jaminan seperti yang lazim terjadi dalam praktiknya. Sebab, 
konteksnya menjelaskan bahwa proses penyitaan akan menyesuaikan ketentuan yang 
ada di dalam hukum acara perdata. Bandingkan dengan Pasal 44 Undang-Undang 
Arbitrase Inggris tahun 1996 yang mengatur bahwa izin khusus (cuti dari pengadilan) 
harus diperoleh sebelum perintah sela yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat 
diajukan banding. 

Dapat disimpulkan bahwa secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 3 Tahun 2023 merupakan peraturan yang sudah lama dinanti dan patut 
disambut secara baik. Isinya banyak yang menjelaskan dan membuktikan bahwa 
arbitrase memang mempunyai manfaat yang dijanjikan oleh UU No. 30/1999. Sejauh 
ini baru ada tiga catatan di atas yang perlu menjadi perhatian para akademisi dan 
praktisi arbitrase agar dimasa mendatang arbitrase tetap menjadi pilihan bagi para 
pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka (Togi Pangaribuan, 2024). 

Arbitrase Online di Indonesia 
Sebelum lebih jauh membahas arbitrase online di Indonesia, pertama kita bahas dulu 

definisi arbitrase online itu sendiri. Arbitrase online adalah salah satu mekanisme 
penyelesaian sengketa dengan menggunakan online dispute resolution (ODR), Istilah ODR 
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disebut pula sebagai model penyelesaian sengketa daring (PSD). PSD adalah hasil kolaborasi 
antara alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 
Penyelesaian sengketa dilakukan via internet sehingga prosesnya cepat, mudah, dan murah. 
PSD telah dipraktikkan di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Cina, Jepang, 
Hongkong. Singapura, dan India. PSD atau ODR juga dinamakan Internet Dispute Resolution 
(IDR), Electronic Dispute Resolution (EDR), electronic ADR (e-ADR) dan Online ADR (OADR). 
Arbitrase model ODR ini merupakan perkembangan dari mekanisme penyelesaian sengketa 
nonlitigasi yang ada di dunia nyata. Arbitrase online dapat digunakan dalam penyelesaian 
sengketa bisnis dan perdagangan nasional maupun internasional. Arbitrase dapat dilakukan 
secara konvensional maupun melalui media elektronik (e-commerce). Arbitrase online disebut 
dengan arbitrase modern karena fasilitas dan proses pelaksanaannya menggunakan fasilitas-
fasilitas yang modern (Farid Wajdi, dkk. 2023). 

Di Indonesia, arbitrase online merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang masih 
baru dan belum terlalu dikenal dikalangan para pelaku usaha. Sehingga penyelesaian 
sengketa dengan menggunakan media arbitrase online sendiri belum sepenuhnya digunakan 
oleh pelaku bisnis untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis. Meskipun belum secara 
khusus mengatur tentang arbitrase online, namun dengan adanya kemajuan teknologi, 
lembaga-lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga-
lembaga swasta lainnya mulai mengadopsi praktik arbitrase online (Rizky Novian Margono, 
2012). 

Arbitrase online pada dasarnya tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal 
menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) 
UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa yang menerangkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan 
tertulis, bebas untuk menentukan arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undangundang ini. 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, dalam hal para pihak tidak 
menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan, maka semua 
sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan 
diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini (Solikhah, 2009). Jadi, 
arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun masih perlu dikembangkan kembali 
pengaturan serta sarana dan prasarananya. Peluang untuk diterapkannya arbitrase online di 
Indonesia dinilai cukup menjanjikan (Anisa Fitria, 2020). 
 

 

KESIMPULAN 
 

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 60 UU Arbitrase dan APS yang 
menyatakan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan mengikat para pihak”, dapat penulis simpulkan bahwa putusan arbitrase dari Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah bersifat “final” yakni sebagai putusan pertama 
dan terakhir, dan mempunyai kekuatan hukum tetap secara mengikat (binding) bagi para 
pihak dalam hal ini pemohon dan termohon. Sebagai putusan yang bersifat final, maka 
dengan demikian terhadap putusan Arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum 
seperti perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali. 
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Bahwa lahirnya PERMA No. 3/2023 merupakan jawaban dari gambaran bagaimana 
putusan lembaga arbitrase kedepan. Banyak hal yang sebelumnya tidak jelas diatur dalam 
UU 30/1999 diberikan penjelasan oleh Perma 3/2023. Hal ini membuktikan arbitrase benar-
benar memiliki keunggulan sesuai janji UU No. 30/1999.  Berkaitan dengan Arbitrase online 
pada dasarnya tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para 
pihak namun masih perlu dikembangkan kembali pengaturan serta sarana dan prasarananya. 
Peluang untuk diterapkannya arbitrase online di Indonesia dinilai cukup menjanjikan. 

Perlu adanya sosialisasi secara berkala kepada para pihak yang bersengketa untuk 
lebih menghormati putusan lembaga arbitrase yang sudah final agar tidak ada upaya hukum 
lanjutan yang seharusnya tidak perlu sehingga membuka peluang Pengadilan Negeri untuk 
ikut mencampuri putusan arbitrase yang sudah final dan mengikat kecuali ada hal seperti 
yang diatur dalam pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu perlu adanya perbaikan 
budaya hukum dan pola pikir masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
itu sendiri. Arbitrase akan berjalan baik dan benar-benar mencari keadilan dan bukan sekedar 
mencari kemenangan semata. 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) harus bisa mengikuti perkembangan 
dunia teknologi terutama perkembangan teknologi E-commerce, agar dapat menciptakan 
inovasi-inovasi baru terkait penyelesaian sengketa secara online seperti Online Dispute 
Resolution (ODR) yang sudah dilakukan di beberapa negara maju sehingga penyelesaian 
sengketa dapat dilakukan secara daring, cepat, mudah dan murah. Selain itu perlu regulasi 
baru guna mendukung pelaksanaan arbitrase online di Indonesia sebagai payung hukum 
bagi lembaga arbitrase maupun pelaku bisnis yang bersengketa sehingga para pelaku bisnis 
lebih yakin dan percaya untuk menyerahkan sengketa bisnisnya kepada lembaga arbitrase di 
dalam negeri. 
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